
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Ekin Kecamatan 

Lamaknen Selatan Kabupaten Belu penulis menyimpulkan bahwa secara umum pengelolaan 

dana desa (DD) dalam pembangunan fisik di Desa Ekin belum sesuai dengan apa yang 

ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal itu dibuktikan dengan hasil 

analisis terhadap beberapa aspek sebagai   berikut : 

1. Aspek Transparansis 

Pemerintah Desa Ekin belum memberikan informasi yang jelas mengenai 

pengelolaan Dana Desa (DD) yang dipercayakan kepada mereka sehingga 

masyarakat tidak mengetahui secara rinci pengelolaan dana desa di Desa Ekin. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap masyarakat yang mana 

semua informan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai Dana 

Desa (DD). 

2. Aspek Akuntabilitas 

Pemerintah Desa Ekin tidak memberikan laporan pertanggungjawaban secara 

rinci kepada masyarakat baik secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat 

Desa Ekin. Pemerintah memberikan laporan hanya kepada Pemerintah Daerah 

saja tidak kepada masyarakat. Kenyataan ini disampaikan langsung oleh 

kepala desa yang menyatakan bahwa laporan hanya ditujukan kepada 

pemerintah daerah bukan kepada masyarakat kecuali di pertengahan maupun 

akhir tahun serta dapat dilihat dari media pertanggungjawaban yang dibiarkan 

kosong tak terpakai. 



3. Aspek Partisipasi  

Partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Ekin hanya berorientasikan pada 

uang bukan karena kesadaran masyarkat untuk membangun desa mereka 

sendiri. Hal ini dapat berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya dimana 

kurangnya keterbukaan serta tidak adanya pertanggungjawaban kepada 

masyarakat membuat masyarakat enggan bekerjasama dengan pemerintah 

Desa Ekin. 

4. Aspek Tertib dan Disiplin Anggaran 

Pembuatan administrasi Desa Ekin sudah sangat baik, namun dalam 

pelaksanaan pembangunan fisik masih banyaknya pembangunan fisik yang 

tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis dapatkan di atas berkaitan dengan pengelolaan 

Dana Desa (DD) dalam pembangunan fisik di Desa Ekin maka saran yang ingin penulis 

berikan yaitu : 

1. Aspek Transparan 

Pemerintah Desa harus bersikap terbuka kepada masyarakat dalam mengelola 

dana desa yang dipercayakan kepada mereka sehingga tercipta rasa saling 

percaya diantara masyarakat dan pemerintah desa dengan cara 

memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya  pembangunan di desa 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban beserta 

biaya yang digunakan. 

 

 

 



2. Aspek Akuntabilitas 

Pemerintah Desa harus bisa memberikan pertanggungjawaban secara detail 

kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa serta pelaksanaan 

pembangunan fisik desa di hadapan forum musyawara desa.  

3. Aspek Partisipasi 

Permerintah Desa harus bisa membangun kerjasama yang baik dengan 

masyarakat dan membuat pengawasan terhadap pelaksanaan pembanguna 

sehingga masyarakat dapat bekerja dengan sepenuh hati dan dengan penuh 

kesadaran untuk membangun desa mereka. 

4. Aspek Tertip dan Disiplin Anggaran 

Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan komitmen kerja dalam 

pelaksanaan pengelolaan dana desa sehingga pembangunan fisik desa dapat 

berjalan sesuai waktu yang ditentukan.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

I. PENJELASAN UMUM 

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah dalam kaitannya dengan tugas akhir. 

2. Hasil penelitian ini tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak manapun. 

3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban secara tepat 

dan jujur demi kelancaran dan ketepatan analisis hasil penelitian. 

4. Atas kesediaan bapak/ibu/saudara/i meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

peneliti menyampaikan terima kasih. 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

  Jenis kelamin  : 

  Umur    : 

  Pendidikan   : 

  Pekerjaan   : 

  Jabatan  : 

  Alamat   : 

 

 

 

 

III. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Transparansi 

a. Apakah pemerintah Desa memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes? 



b. Apakah ada kerjasama pemerintah untuk inform dengan media massa dan 

lembaga non pemerintahan untuk meningkatkan arus informasi? 

c. Apakah ada kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk mendapat akses informasi mengenai RPJMDes, 

RKPDes, dan RAPBDes? 

B. Akuntabilitas 

a. Bagaimana cara pemerintah Desa menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam setiap kegiatan kerja Desa? 

b. Bagaimana pemerintah menyediakan informasi mengenai proses 

pembuatan keputusan bagi warga yang membutuhkan? 

C. Partisipasi 

a. Apakah masyarakat diikutsertakan dalam kegiatan musrembangDes? 

b. Adakah tanggungjawab tertentu yang diberikan kepada masyarakat dalam 

kegiatan di Desa? 

c. Bagaimana model pengawasan masyarakat terhadap kerja pemerintah? 

D. Tertip dan Disiplin keuangan 

a. Bagaimana model administrasi yang di buat di Desa?  

b. Apakah ada laporan tertulis atau lisan mengenai kinerja pemerintah kepada 

masyarakat? 

 

Catatan : 

Pertanyaan yang dibuat diatas merupakan pertanyaan penuntun yang akan 

berkembang pada saat penelitian.  

 

 


